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UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan
dasar hukum dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia yang
telah mulai berlaku efektif sgjak tanggeal 5 Maret tahun 2000. UU tersebut dimaksudkan untuk menegakan
aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dan konsumen dalam
kaitannya dengan kepentingan persaingan usaha itu sendiri sehingga memberikan jaminan kepastian hokum
untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa UU
tersebut tidak hanya mengatur mengenai hukum materil sgja, tetapi juga mengatur mengena hukum acara
atau hukum formil yang berlaku dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Adanya
pengaturan hukum materil dan hukum formil dalam satu UU tersebut terjadi karma dalam ketentuan yang
khusus itu terdapat hal-hal barn yang tidak diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu misalnya seperti
mengenai hukum acaranya yang berkaitan dengan substansi maupun kelembagaannya. Beberapa ketentuan
baru yang berkaitan dengan hukum acara yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut antara lain adalah
mengenai batas waktu penyelesaian perkara, peranan KPPU sebagai penyelidik, dan adanya upaya hukum
keberatan atas putusan KPPU.

Dalam praktiknya temyata penegakan UU No. 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat menghadapi suatu tantangan yang berkaitan dengan ketentuan beracara yang
ada selamaini yang diakibatkan oleh adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap ketentuan-
ketentuan yang kurang jelas dalam UU No. 5 Tabun 1999 diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan
penegakan UU tersebut, yaitu misalnya antara KPPU, kepolisian, hakim dan pengacara. Sebagai suatu UU
yang masih relatif baru, UU No. 5 Tabun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat masih belum teruji benar pelaksanaannya karena sampai saat ,ini belum mempunyai test case
yang sempurna sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tabun 1999 itu sendiri. Berkaitan
dengan hal tersebut, kasus Tender Penjualan Saham PT. IMSI merupakan ujian awal, karma dalam kasus
tersebut telah dilakukan keberatan atas putusan KPPU ke tiga PN yang berbeda dan juga telah dilakukan
kasas atas putusan ketiga PN tersebut ke MA. Dalam kasus tersebut terdapat perbedaan penafsiran dan
pemahaman antara KPPU dengan PN dan perbedaan penafsiran dan pemahaman diantara PN itu sendiri.
Perbedaan pemahaman antara KPPU dengan PN adalah yang berkaitan dengan kewenangan atau
kompetensi dari KPPU dalam memeriksa dan memutus kasus tersebut, sedangkan perbedaan penafsiran atau
pemahaman diantara PN itu sendiri adalah yang berkaitan dengan pemahaman terhadap proses pemeriksaan
dalam keberatan serta pengertian dari keberatan itu sendiri.

Adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam
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kaitannya dengan hukum acara tersebut pada akhirnya akan menyebabkan UU tersebut tidak efektif dan
tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu untuk jangka panjang UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hams direvisi atau diamandernen,
terutama yang berkaitan dengan hokum acaranya, sehingga UU tersebut dapat berlaku efektif dalam
penegakan hokum persaingan usaha di Indonesia. Sedangkan untuk jangka pendek MA dapat mengeluarkan
suatu Peraturan (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) yang mengatur mengenai penegakan UU No. 5 Tahun
1999. Selain itu dalam hal ini jugs diperlukan kesamaan persepsi atau pemahaman diantara pihak-pihak
yang berwenang dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999 sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU
tersebut, yaitu KPPU, Kepolisian, Kegaksaan dan PN, dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak
sehat sehingga dapat menghindari dualisme penyidikan atau pemeriksaan yang hasilnya dapat saling
bertentangan satu samalain.



